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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan green transportation oleh Pemerintah Kota 

Semarang melalui operasional BRT Trans Semarang serta partisipasi masyarakat dalam 

mendukung kebijakan tersebut. Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi armada BRT yang 

sebagian masih menggunakan mesin diesel dan berusia tua, sementara Pemerintah Kota 

Semarang telah menunjukkan komitmen menuju transportasi rendah emisi melalui Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024, peremajaan armada, pengujian dan pengawasan 

emisi, pengembangan koridor hijau, serta rencana pengoperasian bus listrik. Penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi lapangan, 

dan dokumentasi. Informan berasal dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, UPTD 

BLU Trans Semarang, dan masyarakat pengguna BRT yang dipilih secara purposive. 

Implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori George C. Edward III melalui variabel 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan partisipasi masyarakat 

dianalisis menggunakan tangga partisipasi Arnstein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan green transportation telah berjalan, tetapi belum merata di seluruh 

koridor. Komitmen pemerintah relatif kuat dan telah dilembagakan melalui regulasi, namun 

komunikasi kebijakan kepada masyarakat masih lemah karena publikasi lebih banyak dilakukan 

setelah kebijakan bersifat final. Keterbatasan anggaran menyebabkan peremajaan armada 

berjalan bertahap. Pada sisi partisipasi, masyarakat berada pada jenjang informing karena belum 

tersedia mekanisme konsultasi resmi yang melibatkan pengguna BRT secara langsung. 

Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan green transportation tidak cukup bergantung pada 

elektrifikasi armada, tetapi memerlukan penguatan komunikasi kebijakan, koordinasi 

pengawasan emisi, serta ruang partisipasi masyarakat yang terlembagakan. 

Kata Kunci: green transportation, BRT Trans Semarang, implementasi kebijakan, 

partisipasi masyarakat, emisi kendaraan.  
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ABSTRACT 

This study examines the implementation of green transportation policy by the Semarang City 

Government through the operation of BRT Trans Semarang and public participation in 

supporting the policy. The study is motivated by the condition of the BRT fleet, some of which 

still use aging diesel engines, amid the government's commitment to low-emission transportation 

through Regional Regulation Number 11 of 2024, fleet renewal, emission testing and 

monitoring, green corridors, and the planned operation of electric buses. This research uses a 

descriptive qualitative approach with interviews, field observations, and documentation. 

Informants included the Transportation Agency, Environmental Agency, UPTD BLU Trans 

Semarang, and purposively selected BRT users. Policy implementation was analyzed using 

George C. Edward III's framework of communication, resources, disposition, and bureaucratic 

structure, while public participation was analyzed using Arnstein's ladder of citizen participation. 

The findings show that the policy has been implemented but remains uneven across corridors. 

Government commitment is relatively strong and institutionalized through regulation, while 

communication with the public remains weak because policy publication is largely conducted 

after decisions become final. Budget constraints have caused fleet renewal to proceed gradually. 

Public participation remains at the informing level because no formal consultation mechanism 

directly involving BRT users has been established. The study concludes that successful green 

transportation requires not only fleet electrification but also stronger policy communication, 

coordinated emission monitoring, and institutionalized channels for public participation. 

Keywords: green transportation, BRT Trans Semarang, policy implementation, public 

participation, vehicle emissions. 

 

PENDAHULUAN 

Transportasi perkotaan memiliki posisi 

penting dalam mobilitas masyarakat sekaligus 

menjadi salah satu sumber emisi. Di Kota 

Semarang, peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor menunjukkan kuatnya ketergantungan 

mobilitas pada kendaraan pribadi. Dalam 

kondisi tersebut, BRT Trans Semarang menjadi 

instrumen penting pemerintah daerah untuk 

menyediakan angkutan massal, mengurangi 

ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, dan 

mendukung agenda transportasi yang lebih 

berkelanjutan. 

Trans Semarang dikelola oleh BLU UPTD 

Trans Semarang di bawah Dinas Perhubungan 

Kota Semarang dan telah beroperasi sejak 

2009. Skripsi Hazel mencatat bahwa layanan 

tersebut telah berkembang menjadi delapan 

koridor utama, empat rute feeder, satu layanan 

malam, dan 284 unit armada. Jumlah 

penumpang pada 2024 mencapai 13.135.009 

orang. Skala layanan tersebut membuat kondisi 

armada dan arah kebijakan transportasi BRT 

relevan terhadap agenda pengurangan emisi. 

Pemerintah Kota Semarang telah 

membangun kerangka kebijakan menuju 

transportasi rendah emisi. Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 memuat 

dukungan anggaran transportasi publik, 

sedangkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 

Tahun 2024 menetapkan Rencana Induk 

Transportasi 2023–2043. Pemerintah juga 

menyiapkan koridor hijau dan penggantian 

armada Koridor 1 dengan 27 unit bus listrik. 

Namun, kebijakan tersebut masih berada dalam 

fase transisi sehingga sebagian armada diesel 

tetap beroperasi. 

Persoalan penelitian tidak hanya terletak 

pada ketersediaan armada rendah emisi. 
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Implementasi kebijakan publik juga 

dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan 

dikomunikasikan, ketersediaan sumber daya, 

komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi. 

Pada saat yang sama, masyarakat sebagai 

pengguna BRT tidak semestinya hanya 

ditempatkan sebagai penerima layanan. Ruang 

informasi, konsultasi, dan tindak lanjut atas 

masukan masyarakat menentukan sejauh mana 

kebijakan dapat memperoleh dukungan sosial. 

Penelitian ini karena itu memusatkan 

perhatian pada dua pertanyaan: bagaimana 

implementasi kebijakan green transportation 

melalui BRT Trans Semarang dan bagaimana 

partisipasi masyarakat pengguna dalam 

mendukung kebijakan tersebut. Teori 

implementasi George C. Edward III digunakan 

untuk melihat komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, 

tangga partisipasi Arnstein digunakan untuk 

memetakan posisi masyarakat, khususnya pada 

jenjang informing, consultation, dan placation. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara 

mendalam proses implementasi kebijakan 

Pemerintah Kota Semarang serta pengalaman 

masyarakat dalam menggunakan BRT dan 

merasakan dampak kebijakan transportasi 

rendah emisi. 

Data diperoleh melalui wawancara semi-

terstruktur, observasi, dan dokumentasi. 

Informan terdiri atas pejabat Dinas 

Perhubungan Kota Semarang, Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Semarang, pengelola 

UPTD BLU Trans Semarang, serta delapan 

informan masyarakat pengguna BRT yang 

dipilih secara purposive. Warga yang tinggal di 

sekitar koridor BRT tidak diwawancarai secara 

formal; reaksi mereka diperlakukan sebagai 

hasil observasi. 

Analisis implementasi menggunakan empat 

variabel Edward III, yaitu komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Partisipasi masyarakat dianalisis menggunakan 

tangga Arnstein dengan fokus pada informing, 

consultation, dan placation. Analisis data 

dilakukan melalui reduksi atau kondensasi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Triangulasi dilakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara, observasi, 

dan dokumen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Green 

Transportation 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi green transportation melalui BRT 

Trans Semarang sudah berjalan, tetapi belum 

merata di seluruh koridor. Perubahan menuju 

transportasi rendah emisi berlangsung melalui 

peremajaan armada, pengujian dan pengawasan 

emisi, pengembangan koridor hijau, serta 

rencana penggantian armada diesel dengan bus 

listrik. 

Komunikasi Kebijakan 

Komunikasi kebijakan relatif kuat pada 

lingkup internal pemerintah dan operator. Dinas 

Perhubungan menyampaikan kebijakan kepada 

operator melalui penugasan dan forum diskusi, 

termasuk arahan untuk melakukan shifting 

menuju green transportation. Namun, 

komunikasi kepada masyarakat masih bersifat 

terbatas. Informasi mengenai layanan BRT 

lebih mudah ditemukan melalui media sosial, 

keluarga, teman, atau petugas, sementara 

substansi kebijakan green transportation belum 

menjadi pesan yang secara konsisten diterima 

pengguna. 

Observasi pada 8 September 2026 juga 

menunjukkan belum ditemukannya media 

informasi khusus mengenai green transportation 

di halte maupun di dalam armada. Kondisi ini 

memperlihatkan adanya kesenjangan antara 

komunikasi internal dan komunikasi publik. 

Dalam kerangka Edward III, kebijakan akan 

lebih mudah diimplementasikan ketika pesan 

tidak hanya jelas bagi pelaksana, tetapi juga 

dipahami oleh kelompok yang menjadi sasaran 

kebijakan. 
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Sumber Daya Kebijakan 

Sumber daya menjadi salah satu faktor yang 

menentukan kecepatan transisi. Pemerintah 

telah menyediakan dukungan anggaran dan 

fasilitas operasional, tetapi biaya pengadaan bus 

listrik yang relatif tinggi membuat peremajaan 

armada dilaksanakan bertahap. Dalam skripsi, 

proses peremajaan disebut berjalan sekitar satu 

koridor per tahun. Artinya, arah kebijakan 

sudah tersedia, tetapi kapasitas fiskal dan 

kebutuhan investasi membatasi kecepatan 

perubahan. 

Pada aspek pengawasan, uji KIR dan Ram 

Check menjadi bagian penting untuk 

memastikan kelaikan armada. Namun, 

kewenangan pengawasan operasional BRT 

berada pada Dinas Perhubungan, sedangkan 

Dinas Lingkungan Hidup memiliki kompetensi 

pengendalian pencemaran udara. Koordinasi 

antarlembaga dalam pengawasan emisi belum 

berlangsung secara terjadwal dan terpadu. 

Disposisi Pelaksana 

Disposisi merupakan variabel yang relatif 

kuat. Komitmen pemerintah telah 

dilembagakan melalui Perda Nomor 11 Tahun 

2024 dan diterjemahkan ke dalam arah 

peremajaan armada serta pengembangan bus 

listrik. Pada tingkat teknis, BLU Trans 

Semarang juga menunjukkan inisiatif dalam 

mendukung perubahan operasional. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa persoalan utama bukan 

ketiadaan komitmen, melainkan keterbatasan 

sumber daya dan mekanisme koordinasi untuk 

mempercepat pencapaian hasil. 

Struktur Birokrasi 

Pembagian peran antarlembaga secara 

umum telah tersedia, dengan Dinas 

Perhubungan sebagai leading sector dalam 

operasional BRT. Akan tetapi, koordinasi 

dengan Dinas Lingkungan Hidup masih bersifat 

insidental. Penelitian juga menemukan belum 

adanya mekanisme pengawasan emisi BRT 

yang terpadu dan daya paksa yang jelas 

terhadap armada yang tidak memenuhi standar. 

Dengan demikian, struktur birokrasi menjadi 

salah satu titik yang masih perlu diperkuat. 

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan 

Green Transportation 

Dalam perspektif Arnstein, penelitian 

menempatkan partisipasi masyarakat pada 

jenjang informing. Pengguna memperoleh 

informasi mengenai layanan BRT melalui 

media sosial, teman, keluarga, dan petugas. 

Namun, informasi tersebut lebih sering 

berkaitan dengan layanan BRT daripada 

substansi kebijakan green transportation. 

Jenjang consultation belum terpenuhi karena 

tidak ditemukan mekanisme konsultasi resmi 

yang secara rutin melibatkan pengguna dalam 

forum, survei, atau proses perumusan 

kebijakan. Informasi umumnya diterima setelah 

kebijakan atau perubahan tertentu telah 

diputuskan. Sementara itu, temuan pada 

placation masih bersifat tentatif karena hanya 

satu informan yang mempersepsikan adanya 

respons pemerintah terhadap keluhan dan 

penelitian tidak menelusuri riwayat tindak 

lanjut pengaduan secara langsung. 

Meskipun partisipasi formal masih rendah, 

terdapat modal sosial yang dapat dimanfaatkan. 

Mayoritas informan pernah merasakan dampak 

asap kendaraan BRT dan menyampaikan 

harapan terhadap peremajaan unit serta 

elektrifikasi armada. Di sisi lain, pertimbangan 

lingkungan belum menjadi alasan utama 

sebagian informan dalam memilih BRT; alasan 

ekonomi, efisiensi, akses, dan kenyamanan 

masih lebih dominan. Hal ini menunjukkan 

bahwa perubahan perilaku menuju transportasi 

berkelanjutan membutuhkan kombinasi antara 

kualitas layanan, komunikasi kebijakan, dan 

kesadaran lingkungan. 

Keterkaitan Implementasi dan Partisipasi 

Temuan menunjukkan hubungan yang kuat 

antara kelemahan komunikasi dan rendahnya 

jenjang partisipasi. Publikasi kebijakan yang 

dilakukan setelah keputusan final secara 

struktural membatasi kesempatan masyarakat 

untuk memberikan masukan pada tahap 

perumusan. Dengan demikian, kelemahan 

komunikasi dalam kerangka Edward III 

berkontribusi terhadap tertahannya partisipasi 
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pada jenjang informing dalam kerangka 

Arnstein. 

Keterbatasan sumber daya juga 

memengaruhi pengalaman masyarakat. Transisi 

armada yang bertahap membuat perubahan 

belum dirasakan secara merata oleh pengguna 

di semua koridor. Karena itu, keberhasilan 

kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari adanya 

regulasi atau rencana elektrifikasi. 

Implementasi perlu dilihat dari keterhubungan 

antara kapasitas pemerintah, kualitas 

komunikasi, koordinasi antarlembaga, dan 

kesempatan masyarakat untuk memengaruhi 

kebijakan. 

KESIMPULAN 

Penelitian menyimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan green transportation 

melalui BRT Trans Semarang telah berjalan, 

tetapi belum merata di seluruh koridor. 

Komitmen Pemerintah Kota Semarang 

tergolong kuat karena telah dilembagakan 

melalui regulasi dan diterjemahkan ke dalam 

program peremajaan armada serta rencana 

elektrifikasi. Namun, implementasi masih 

menghadapi kendala pada komunikasi kepada 

masyarakat, keterbatasan anggaran untuk 

mempercepat peremajaan, dan koordinasi 

pengawasan emisi antarlembaga. 

Pada sisi partisipasi, masyarakat berada pada 

jenjang informing. Pengguna telah menerima 

informasi mengenai layanan BRT, tetapi belum 

memperoleh ruang konsultasi formal yang 

memungkinkan mereka terlibat dalam proses 

perumusan kebijakan. Temuan placation juga 

belum cukup kuat untuk menyatakan bahwa 

masukan pengguna secara sistematis telah 

diakomodasi. 

Keterkaitan kedua temuan menunjukkan 

bahwa kualitas implementasi, terutama 

komunikasi kebijakan, berpengaruh terhadap 

ruang partisipasi masyarakat. Kebijakan green 

transportation karena itu tidak cukup diarahkan 

pada penggantian armada diesel menjadi bus 

listrik. Pemerintah perlu membangun 

komunikasi publik sejak tahap perumusan, 

memperkuat koordinasi pengawasan emisi, dan 

menyediakan kanal konsultasi yang 

terlembagakan bagi pengguna BRT. 
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